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IMPLIKASI GLOBALISASI DAN DESENTRALISASI TERHADAP PENDIDIKAN
A. Kemampuan Akhir  yang Diharapkan
Setelah mmpelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :
1. Memahami Desentralisasi Pendidikan. 
2. Memahami Konsep Desentralisasi Pendidikan. 
3. Memahami Pengaruh globalisasi dalam Pendidikan. 
4. Memahami Globalisasi dan Tantangan Karakter Bangsa.
B. Desentralisasi Pendidikan 
Pendidikan merupakan nyawa dari sebuah peradaban suatu bangsa. Pendidikan menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan oleh semua pihak yang menginginkan keteraturan dalam kehidupannya. Setiap orang berpendidikan tentu akan memiliki nilai tambah dibanding dengan orang yang belum berpendidikan. Pendidikan menekankan kepada perubahan perilaku fisik maupun nonfisik dari manusia tersebut. Menurut Ihsan (2001: 71) menyatakan setiap negara di dunia berusaha sekuat tenaga untuk selalu melakukan continous Improvement dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan semua negara meyakini kunci sukses meraih masa depan adalah sukses di dunia pendidikan. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk selalu memperbaiki sistem pendidikan. Pendidikan diyakini menjadi kunci sukses karena dengan melalui pendidikan suatu negara dapat mendesain akan diseperti apakan generasi penerusnya?. Sebagai manusia dengan kecakapan hidup yang seperti apa?, manusia yang bersikap bagaimana, kesemuanya dicapai dengan jalan pendidikan.
Kebijakan pendidikan selalu dipengaruhi dari berbagai hal. Antara lain seperti sejarah bangsa, ekonomi, budaya, dan global trend. Sejarah sebuah bangsa memengaruhi kebijakan karena sebuah bangsa berdiri atas kumpulan peristiwa penting masa lalu, seperti halnya indonesia memiliki sejarah perjuangan dalam memperjuangkan kemerdekaan sehingga kebijakan pendidikanpun juga tidak lepas dari nilai historis perjuangan. Dalam bidang ekonomipun sangat kentara nuansanya, pendidikan menjadi jalan sertifikasi bagi para pencari pekerjaan. Sehingga kebijakanpun juga selalu berhubungan dengan kondisi ekonomi sebuah bangsa, orientasi hasil pendidikan akan dijadikan seorang leader market atau hanya sebatas tenaga kerja kasar saja. Budaya menjadi ruh dari sebuah pendidikan karena budayalah yang menjadi orientasi keluruhan sebuah bangsa. Apalagi indonesia sebagai bangsa timur yang menjunjung tinggi kesopan sikap dalam kehidupan dan tata sopan norma dan nilai. Kebijakan pendidikan selalu berlandaskan budaya bangsa yang luhur karena memang pendidikan juga sebagai alat pelestari budaya. Yang terakhir adalah global trend, hal ini menjadi hal yang wajar di era globalisasi seperti saat ini. Trend di dunia seperti apa maka pemegang kekuasaan pembuat kebijakan harus selalu mengikuti dan menyesuaikan. Sehingga kebijakan yang dijalankan dapat menjawab tantangan kedepan.

Dimulai semenjak Indonesia mulai memasuki era reformasi semua lini sendi birokrasi di Indonesia juga tidak luput dari reformasi. Dari dulu yang kesemua lini bernafaskan sentralistik sedikit demi sedikit bergeser pada paradigma desentralistik. Demikian juga yang terjadi pada sistem pendidikan kita yang juga memaksa diri untuk mengikuti era desentralisasi. Pelimpahan wewenang untuk mengatur sistem sesuai dengan kondisi daerah masisng-masing. Proses ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk melihat hasil perkembangannya.

Desentralisasi solah menjadi angin segar bagi semua pihak yang selama masa sentralistik serasa dibelenggu daya kreatifitasnya. Banyak pihak yang semangat dan menatap dengan kecerahan wajah penuh antusias. Tak terlewatkan dalam dunia pendidikan, juga merasa demikian mulai dari pemerintah daerah sampai satuan tingkat pendidikan di grass root. Proses desentralisasi menuai harapan bagi semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Nafas partisipasi dari berbagai pihak untuk kesuksesan bersama menghipnotis dan mengamini perkembangan ini. Dari pihak penyelenggara diberi wewenang untuk mengatur wilayah kekuasaannya. Selebihnya masyarakat diberi hak dan diberi kesempatan aktif untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Selain itu masyarakat juga berhak mengontrol dan mengawasi proses yang berlangsung.

Peluang di negara berkembang seperti Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa. Dependenty Ratio Indonesia diperkirakan pada 2020 mencapai 70%. Artinya adalah 70% masyarakat Indonesia adalah manusia produktif. Sangat wajar dan penting apabila pendidikan harus segera bersiap ibarat gayung bersambut akan masa depan. Dengan usia produktif yang sangat tinggi tersebut membuka peluan bagi kaum pendidik mendesain pendidikan yang dapat menjawab tantangan. Adapun yang disiapkan adalah semua lini tidak hanya parsial saja.

Dampak era globalisasi adalah akan diberlakukannya MEA (Masyrakat Ekonomi Asean). Yang pada hal ini mau atau tidak kita harus menghadapi pasar bebas di asean. Yang pada konkretnya kita diadu dengan masyarakat dari berbagai negara di asean. Siap atau tidak siap akan melewati fase itu. Hal ini menjadi angin segar dan harapan dengan sekarung potensi dari bonus yang sudah kita miliki. Kita akan menjadi pemimpin dan pemegang kuasa di negara kita sendiri. Hal ini karena kita memiliki segalanya baik dari SDM atau SDA.

Dari potensi yang ada yang bersumber dari bonus demografi kita patut berbangga dan percaya diri. Karena begitu besarnya potensi dan ketersediaan momen untuk menyalurkannya. Rasanya kita tidak sabar menunggu dibukannya kran dan meraih masa depan yang menggembirakan ini. Dengan menjadi leader di kawasan Asean kita mendapatkan angin segar untuk kesejahteraan bagi kita semua. Namun seolah kita terlena dengan euphoria kesegaran desentralisasi dan harapan segar dari bonus demografi. Kita mengabaikan persiapan yang harus kita siapakan. Banyak hal yang masih mendera jantung sistem pendidikan kita. Mulai dari kurikulum yang masih kalang kabut sampai infrastruktur dan kuranganya pemeraatan akses pendidikan.

Ibarat kata kita masih di kegelapan sistem, tentu kita tidak boleh menggelapakan sesuatu yang sudah gelap. Sebaiknya kita menerangi kegelapan tersebut walaupun dengan sebuah lilin. Ketika kita bersama-sama maka kegelapan akan mencadi cerah terang dan menerangi. Kita tetap harus optimis bahwa kita bisa memanfaatkan semua potensi yang kita miliki. Wadah sistem desentralisasi harus menjadi kawah candra dimuka bagi persiapan dalam menghadapi tantangan kedepan. Kita harus mampu memanfaatkan sistem ini dengan seoptimal mungkin. Potensi peluang berwujud bonus demografi juga harus diurus dan digarap secara matang demi memenangkan pertarungan yang sudah ada di depan mata.

C. Konsep Desentralisasi Pendidikan 
Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera.

Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat (7) UU Nomor 32 Tahun 2004). Menurut Hasbullah dalam buku otonomi pendidikan, desentralisasi adalah suatu proses dimana suatu lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidikan, termasuk pemanfaatna segala pasilitas yang ada serta penyusunan kebijakan dan pembiayaan.

Tentang desentralisasi ini ada beberapa konsep menurut Hasbullah (2010: 61) yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

a. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih redah, baik yang menyangkut bidang legislatif, judikatif, atau administratif.
b. Desentralisasi menurut Soejanto adalah sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi, dimana sebagai kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

c. Mardiasmo mengartikan Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi. 
d. Hogerwert memberikan definisi Desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badanbadan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dari hal itu.
e. Pengertian desentralisasi Koswara pada dasarnya mempunyai makna bahwa melalui proses desentralisasi urusan-urusan pemerintahan yang semula termasuk wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagaian diserahkan kepada pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangga sehingga urusan tersebut beralih kepada dan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. 
f. Desentralisasi atau mendesentralisasi pemerintahan bisa berarti merestrukturisasikan atau mengatur kembali kekuasaan sehingga terdapat suatu sistem tanggung jawab bersama antara intitusi-institusi pemerintah tingkat pusat, regional, maupun lokal sesuai dengan prinsip subsidiaritas. Sehingga meningkatkan kualitas keefektifan yang menyeluruh dari sistem pemerintahan, dan juga meningkatkan otoritas dan kapasitas tingkat subnasional.
Dari beberapa konsep di atas dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan adanya penyerahan wewenang urusan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan-urusan tersebut. Kewenangan pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi kesistem desentralisasi. Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi pendidikan.

Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah Otonom, pada kelompok bidang pendidikan dan kebudayaan disebutkan bahwa kewenangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar, serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional, serta pedoman pelaksanaannya. 
b. Penetapan standar materi pelajaran.
c. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.
d. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

e. Penetapan persyaratan penerimaan, pemindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa.
Sementara itu, menurut Chan (2005:78) menyatakan kewenangan pemerintah provinsi meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu. 
b. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/ modul penidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah. 
c. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tingi selain pengaturan kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan tenaga akademis. 
d. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.
e. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan atau penataran guru.
f. Penyelenggaraan museum provinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional, serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.
Dalam praktiknya, desentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya, kalau desentralisasi bidang-bidang pemerintahan lain berada pada pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, maka desentralisasi dibidang pendidikan tidak berhenti pada tingkat kabupaten/ kota, tetapi justru sampai pada lembaga pendidikan atau sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Dalam praktik desentralisasi pendidikan itulah maka dikembangkanlah yang dinamakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
MBS Berpotensi menawarkan partisipasi masyarakat, pemeranataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpu pada tingkat sekolah. MBS Berfungsi untuk menjamin bahwa semakin rendahnya kontrol pemerintah pusat, tetapi semakin meningkatnya otonomi sekolah untuk menentukan sendiri apa yang perlu diajarkan dan mengelola sumber daya yang ada disekolah untuk berinovasi dan berimprovisasi.
D. Pengaruh Globalisasi dalam Pendidikan 
Globalisasi berawal dari transportasi dan komunikasi,tetapi dampaknya segera terasa dalam berbagai bidang kehidupan manusia baik ekonomi, politik, perdagangan, gaya hidup, bahkan agama. Begitu cepat masyarakat mengikuti perkembangan zaman, mereka tidak mau ketinggalan sedikitpun dari perkembangan ini. Berikut ini beberapa ciri yang menandakan menurut Muschin (2009: 11) menyatakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia: 

1. Perubahan dalam konsep dan waktu seperti adanya telepon genggam, televisi, dan internet menjadikan komunikasi semakin cepat.

2. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan Perdagangan international. 

3. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. 

4. Meningkatkan masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan krisis multinasional, instalasi regional, dan lain-lain. 

Era globalisasi yang ditandai dengan kompetisi mutu menuntut semua pihak dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan untuk senantiasa meningkatkan kompetisinya,sehingga dalam kondisi yang demikian, tuntutan terhadap kualitas sumber daya manusia sangat di prioritaskan dan kalau diperhatikan di era globalisasi yang dibutuhkan adalah kualitas diri dapat diterima keberadaannya di belahan dunia. 

Berdasarkan uraian di atas, globalisasi adalah menciptakan kesempatan untukb erbagi pengetahuan, teknologi, nilai-nilai sosial, pendidikan dan norma-norma perilaku serta perkembangan, merekam mempromosikan diri pada tingkatindividu, organisasi, masyarakat, dan warga di berbagai negara. Konsep yang mereka usungpun beragam, dan memiliki corak pasar yang bersaing. Secara khusus menurut ILO (2004: 12) menyatakan keuntungan dari globalisasi dapat meliputi:

1. Penguasaan berbagi pengetahuan, keterampilan, dan aset intelektual yang diperlukan untuk beberapa perkembangan pada tingkat yang berbeda.

2. Dukungan mutu, melengkapi dan menguntungkan supaya menghasilkan sinergi untuk pengembangan berbagai negara, masyarakat, dan individu.

3. Menciptakan nilai danmeningkatkan efisiensi melalui berbagi mobilisasi global atas dan saling mendukung untuk melayani kebutuhan lokal dan pertumbuhannya.

4. Mempromosikan pemahaman internasional, kerjasama, harmoni, dan penerimaan terhadap keanekaragaman budaya di seluruh negara dan wilayah.

5. Memfasilitasi komunikasi, interaksi, dan mendorong multi-budaya kontribusi pada tingkat yang berbeda antar negara.
Pendidikan selalu berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat.Dewasa ini masyarakat Indonesia sedang mengalami perubahan transisional dari masyarakat agraris ke arah masyarakat industri. Bahkan, terjadi lompatan perubahan dari masyarakat agraris ke arah masyarakat informasi.Perubahan tersebut meniscayakan desain pendidikan memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Pendidikan pada masyarakat agraris didesain relevan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat agraris. Pendidikan pada masyarakat industri dan informasi didesain mengikuti arus perubahan dan kebutuhan masyarakat era industri dan informasi. Demikian siklus perkembangan perubahan pendidikan yang senantiasa didesain relevan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat pada suatu era, baik pada aspek konsep, materi, kurikulum, proses, dan fungsi serta tujuan lembaga-lembaga pendidikan.
E. Globalisasi dan Tantangan Karakter Bangsa
Pada saat sekarang ini, dunia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya saat ini telah berada dalam gerbong globalisasi. Gerakan ini telah merasuk ke seluruh lini kehidupan; dalam bidang ekonomi berwujud kapitalisme, dalam bidang politik menjelma menjadi demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia, dalam aspek budaya berbentuk kebebasan berekspresi, dalam interaksi sosial menjadi individualisme, dan lain sebagainya. Beragam respon ditunjukkan masyarakat untuk menanggapi fenomena memudarnya sekat-sekat geografis yang membuat dunia menjelma menjadi sebuah kampung tanpa batas (borderless village) ini. Paling tidak, ada tiga arus pemikiran menurut Shalah (2000:25) yang saling bersaing memperebutkan opini publik:

1. Pandangan yang menolak mentah-mentah globalisasi dengan asumsi bahwa fenomena ini tidak lebih dari bentuk imperialisme dalam kemasan baru (neoimperialism). Ia tidak lain merupakan upaya Barat untuk kembali menancapkan hegemoninya dan mengeksploitasi negara-negara lain. Hanya saja, untuk mengecoh publik dunia, globalisasi sengaja disembunyikan di balik istilah-istilah atraktif dan slogan menarik, seperti keadilan, demokratisasi, hak asasi, kebebasan, perdamaian, dan lain-lain. 

2. Meyakini bahwa globalisasi merupakan solusi paling jitu dalam membawa kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Kelompok ini juga mengklaimn bahwa globalisasi sejalan dengan prinsip universalisme Islam. Yusuf Al-Qardhawi menolak dengan tegas klaim di atas dengan mengadakan komparasi sebagai berikut: pertama, globalisasi berpijak pada prinsip "keberlangsungan bagi yang paling kuat" (albaqâ` li al-aqwâ) sementara universalitas Islam berpijak pada prinsip kemuliaan manusia dan kesetaraan dalam memikul tugas dan tanggung jawab dalam memakmurkan bumi; kedua, dalam globalisasi interaksi antar pihak cenderung berbentuk pola hubungan antagonis atasan dan bawahan- sementara dalam konsep Islam bentuknya adalah persaudaraan dan partnership.

3. Berpandangan tengah, yaitu bahwa globalisasi memang banyak mengandung sisi negatif, namun juga terdapat beberapa hal positif yang bisa diraih. Satu hal yang jelas, fenomena ini tidak mungkin untuk ditolak atau dibendung maka tidak ada pilihan lain kecuali menghadapinya dengan hati-hati.

Menurut penulis, sikap terakhir ini adalah yang lebih bijak dan realistis. Jika kehadiran globalisasi memang sudah tidak terelakkan maka yang penting adalah bagaimana membangkitkan sikap kritis masyarakat terhadap berbagai ekses negatif yang dibawanya dan selanjutnya menghadapinya dengan kekuatan iman sehingga karakter dan identitas nasional tidak mengalami erosi.

Berkaitan dengan hubungan yang erat antara dimensi pendidikan dan pengajaran dengan pemeliharaan identitas ini, Akram Dhiya al-'Imari mengatakan bahwa jika saja dunia Islam senantiasa menjaga identitas keislaman mereka melalui pendidikan dan pengajaran maka sesungguhnya mereka akan dapat mempersembahkan banyak sekali kebaikan kepada dunia. Hal itu dikarenakan kedatangan Islam adalah untuk membawa hidayah bagi umat manusia. Hidayah ini selanjutnya akan menumbuhkan rasa aman dan damai pada jiwa dan kehidupan masyarakat yang. Kedua perasaan ini merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan yang dihasilkan Islam ini jauh mengungguli kebahagiaan yang dihasilkan oleh kemakmuran dan kemudahan hidup sebagai akibat kemajuan teknologi modern. Dengan demikian, sekiranya kemajuan teknologi ini dipadukan dengan pemeliharaan identitas keislaman maka akan terwujud tatanan masyarakat yang memberikan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi pada masingmasing individu yang hidup di dalamnya.
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